BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 38

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 161 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 11 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

. 1.

o

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;"

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum,; sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik; sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan
tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
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26.

27.

28.
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tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1649/X/Tahun
2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengeloaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2024
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2025;

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 29 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

w

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan;

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan
Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi;

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan
urusan Daerah;

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana
yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi;

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai  kegiatan khusus yang merupakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan;

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya;

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali;

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah
uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah;

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah
Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya,
badan usaha milik negara Badan Usaha Milik Daerah, koperasi,
dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan
pengembalian pokok pinjaman,;

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang
tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai
kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi
aset atau timbulnya kewajiban;

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi (satu)
atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan Daerah;

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1
(satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
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20.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa;

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat;

Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang
dimiliki Daerah;

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara;

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan
mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat
daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan
kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan
Keuangan Daerah pada umumnya,;

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi
Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah;

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1(satu) atau
beberapa Program;
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Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula
berjumlah Rp1.053.941.842.182,00 bertambah sejumlah Rp47,162.924.191,00
sehingga menjadi Rp1.101.104.766.373,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.

Pendapatan

1) Semula Rp. 1.053.941.842.182,00

2) Bertambah Rp. 28.228.415.884,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.082.170.258.066,00
Belanja

1) Semula Rp. 1.053.941.842.182,00

2) Bertambah Rp. 47.162.924.191,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 1.101.104.766.373,00

Defisit setelah Perubahan Rp. 18.934.508.307,00
Pembiayaan :
1) Penerimaan

a) Semula Rp. 0,00

b) Bertambah Rp. 20.934.508.307,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 20.934.508.307,00
2) Pengeluaran

a) Semula Rp 0,00

b) Bertambah Rp 2.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp 18.934.508.307,00

Silpa setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang
terdiri dari :

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,

c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi  Perubahan  Belanja  menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran;
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e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan belanja untuk pemenuhan SPM,;

g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan rancangan
Perubahan APBD;

h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada
perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan
Perubahan APBD;

i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

Pasal 4

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 24 Desember 2025

BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 24 Desember 2025

DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 38
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